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K},ffi to Selatan tentang

-f,, arito Selatan Tahun
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3.

p.rp .mtenlq$p ,Da4ffifrngkat ll di Kalimantan
g,emb* t"t rr" tgffi"lN or 9) menjadi Undang-
Undang {I€*bq*" N*gar" RepUUtit< Indonesia Tahun 1959

Nomor ZZ,'f l",embaran Negara Republik Indonesia
NOUfOf" 1820h ::::':::::t:'.::,,-:' '::rt ':t.:: '

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AAT tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5'2A25
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aTooh
undang-undang Nomor 3 Tahun 2AV tentang Perindustrian

{Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5ae2l;
Undang-Undang Nornor 23 T:nhun ZAl'4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2414
Nomor 224, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomon 23

Tahun zAH tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 l;
undang-undang Nornor t 1 Tahun 2O2O tentang cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2a Nomor

245, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor

6573],;
Peraturan Pemerintah Nornor 14 Tahun 2015 tentang Rencana

Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46,

Tambahan Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Nomor

5671.1;
peraturan Pernerintah Nornor L42 Tahun 2015 tentang

Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Norrror 365, Tarnbahan tr erlbanan Negara

Republik Indonesia Nomor 5806);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2o2L tentang

Peny,,p,len fi,embaran Negara

Ba ,*c4t] ! r 38, Tambalran

Limbaran Negara Republik Indonesia:Nornor 66aOl;
peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1lOlM-

:: a:: ::: : : .t ;:,: ,

INDIP..ERT*';e,g,,Wil '.!i,,r &{'"r.edo-mm':r',Fen5rusunan Rencana

iasi.d'.Rencana Pembangunan

Indu , r tBerita Negara Repnrblik Indonesia
:

7.

8"

9.

10.

r*h adffiiN
11. PiiA ,'.." Nomor 4A lM-

12.

13.
2A1A tentang Renc#d'Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2OA5-2O25 (Lembaran

Daerah Provinsi Kalirnantan Tengah Tahun 2O1O Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi lhlimarrtan Tengah

Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Katimantan Tengah Nomor 5 Tahun

2015 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 {Lembaran Daerah

Provinsi Kalirnarrtan Tengah Taftun 2015 Nomor 5, Tambahan

Lernbaran Daerah Provinsi Kalirnanta4 Tengah Nomor 8L);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun

2OOg tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJP-D) Kabupaten Barito selatan Tahun 2oa6-2026

(Lembaran Daerah Kabrrpaten Barito selatan Tahun 2oo9

Nomor 4);
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Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun
2OL4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2Ol4-2O34 {Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2AL4 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nornor 13 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2A17*2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2Ol7
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 13);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 tahun
2O2O tentang Pembentukan Hukum Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2O2O Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 7);
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BAB I
NEIEITTUAN T'MUM

Pasel 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan'

2. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan"

3. Pemerintah Daerah adalah Br,rpati sebagai unstlr penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang rnenjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan perrrerintahan yang menjadi kewenangan daerah'

5. Anggaran Pendapatan dan Belarrja Negara, yang selanjutnya disebut APBN

adalah rencana keuangan tahr.man yang ditetapkan dengan undang-undang'

6. perindustrian adalah tatanan dan segata kegiatan yang bertalian dengan

7. Industri adalah *" ? ::mengolah 
bahan baku

dan/ atau memanf@ ,droya 
indrrqtxi'se-tningga menghasilkan barang

yang mempunyai''Ailat'-A#Urfr atar.r firanfaat lebih 'tiraggi, tennasuk jasa

t t"r" *:lfITiIT9. Industri Hijau adalah industt
Lan efektioit*" pp" sumber daya se:ara ber.{anjutan

isu
sehingga manrplt *;- ' dengan kelestarian

fungsi lingkungan hidup serta Aapai unembenitan ryanfaat bagt rnasyarakat'

10. Industri Kecil 
"a"f"n 

t"gU*"'ekonomi et"auftil VanS berdiri sendiri' y,T.1

dilakukan oleh oran * *ii , a yang bukan merupakan

anak perusahaan atau U rt"Fag #IH1t|. 46ti.yang dimiliki, dikuasai atau

menjadi bagian baik langsunj *".rpt tt tia* la'gsung dari usaha menengah

atau usaha besar yang memiliki k tearr bersih lebih dari Rp'5O.OOO-OOO,OO

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5o0'000'ooo,oo

(lima ratus Suta rupiafr) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.3oo.0oo.ooo,oo (tiga

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.5OO.OOO'OOO,OO (dua

milyar lima ratus juta rupiah) dengan jumlah tenaga kerja a-ntara 5-19 orang'

11. Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan ol.eh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagtan baik langsung maupun tidak langsung dari

usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari

Rp.5OO.OOO.OOO,OO (tima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp.10.00O.OOO.OOO,OO (sepuluh rnilyar rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usatra; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

np.2.S00.000.000,00 (dua milyar lima rahrs juta rupiah) sampai dengan paling
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banyak Rp.5O,OOO.OOO.OOO,OO (lima puluh milyar rupiah) dengan jumlah

tenaga kerja antara 20-99 orang"

12. IKM adalah Industri Kecil dan Industri Menengah.

13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang

dilengkapi dengan sarana dan prasa.rana penunjang yang dikenebaagkan dan

dikelota oleh Perusahaan Kawasan Industri'

14" Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau

inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang

bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam

kegiatalr indr.lstri-
15. Penghasilan Domestik Regional Bruto, yarrg selanjutnya disebut PDRB adalah

3,lrniatr nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah

tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan

oleh seluruh unit ekonomi-

16. Sistern Inforcrasi Industri adaXah tatanan prosedur dan rnekanisrne kerja yang

terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data,

perangkat keras d e.Il4j,-qryqgi9, k.a, nunlj data yang terkait satu

sarna lain a"rry$;: untuk *"i lolaan, penyajian,

pelayanan serta peay.eh. ,...!=u an,da,,.q a"tt{a lndustri'

12. Rencana e**n** . 'y.@*{ utnya disebut RPIK

adalah rumusan..pko.kr,ffikok tebiiakan perencanaan dan pemanfaatan
...,,.-.. .r." a a''..::|t:.a ---:':,::;::i:;!l---- -^+^-^i 

o"*1. a-

19. Tenaga kerja adatrah'se,tfdip

mempen garuhi alam itu senditi, kelangsungan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain'

22. Surnber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber

daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatrran

ekosistem.
23. Adat istiadat adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi

suatu kebiasaan yang harus dihormati oleh orang-orang dalam suatu

lingkungan tertentu dimana adat istiadat itu berlaku.

Pasal 2

peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan

dan/atau pejabat pemerintahan, warga rnasyarakat serta pihak lain yang terkait

RpIK dalam rangka pembangunan dan pengembangan wilayah industri daerah.



Pasal 3

Tujuan RPIK adalah memberikan kepastian dan arah yang jelas bagi pelaksanaan

pembangunan dan pengembarlgan industri daerah'

Pasal 4
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Penyelenggaraai RPIK berdasarkan :

a. Asas manfaat;
b. Asas kekeluargaan;
c. Asas adil dan merata;
d. Asas Keseimbangan;
e. Asas kemandirian;
f. Asas kelestarian;

j. Asas kesetaraan;

Ruang lingkup pengatur"r" : ini meliputi :

a. Industri unggulani "; 
:''':;"".ii..ii;t:;i,, 

,

b. Jangka waktu RPIK; " 
",,:, 

,. ',': ',;N;:t, 
,, ,r'tl;i.-" i'.,','',;.

c. Pelaksanaan RPIK; 'r 

": ", '.' ' -. 
',.'''1,

d. Peran serta masYarakat;
e. Pembinaan dan Pengawasan; dan

f. Pendanaan.

(U

BAB III
IXDUSTRI T'ITGGULAN

Pasal 6

Industri unggulan kabupaten, adalah :

a. Industri Makanan Berbahan Dasar Ikan, Daging,

b. Industri Rotan.
Lokasi pembangunan dan pengembangan industri
pada ayat (l), yaitu :

dan Nenas Perigi; dan

sebagaimana dimaksud
(21



BAB TV

: JANGI(A..WAKTU

':: Pasal 7

(1) RpIK dilaksanakan dalam waktu 2O (dua pultrh) tahun yaitu dari tahun 2022-

(21 ?r??rsebagaimana dimaksud pada aya! (1) dapat ditinjau kembali setiap 5

(lima) tahun.
(3) Peninjauan RPIK sebagaime.na,,dimaksud pada 

1yi1.{2), 
dalam hal terjadi

perubahan kebijakan strategis,NasionaLdan/atau keloijakan strategis Daerah.

".'BAB V'
PEtAKSAT{A4N

.1,

Pasal I ':
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a. Pembangunan dan pengembangan industri makanan berbahan dasar ikan

berada di seluruh wilayah kabupaten dengan pusat produksi dan

pemasaran di Kecamatan Dusun Selatan;

b. pembangunan dan pengembangan industri makanan berbahan dasar

daging berada di wilayah Kecamatan Jenamas dengan pusat pemasaran di

Kecamatan Dusun Selatan;

c. pembangunan dan pengembangan industri rotan berada di seluruh wilayah

Kabupaten Barito Selatan dengan pusat produksi di Kecamatan Dusun Hilir
dan Kecamatan Karau Kuala, dan pusat finishing dan pemasaran di

Kecamatan Dusun Selatan; dan
d. Pembangunan dan pengemb angan industri makanan berbahan dasar

nenas parigi dengan pusat produksi, finishing dan pengemasan di

Kecamatan Dusun Selatan.

(1) Pelaksanaan RPIK meliPuti :

a. pengembangan Perwilayahan Industri, terdiri atas pengembangan sentra

industri kecil dan menengah yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. tahap I, tahun 2022 sampai dengan tahun 2027;

2. tahap II, tahun 2027 sampai dengan tahun 2032; dan
3. tahap III, tahun 2032 sampai dengan tahun 2042'

b. Pembangunan Sumber Daya Industri, terdiri atas :

1. pembangunan SDM Industri;
2. pemanfaatan SDA Industri;
3. pengembangan teknologi industri;
4. pengembangan inovasi dan kreativitas industri;dan
5. pembiayaan industri.
dengan 4 (empat) tahapan pelaksanaan, yaitrr :

1. tahap I, tahun 2022-2027;
2. tahap II, tahun 2027-2032;
3. tahap III, tahun 2032-2037; dan
4. tahap IV, tahun 2037-2042.



c.
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Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Industri, terdiri atas :
1. pembangunan fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
2. pembangunan fasilitas jaringan sumber daya air;
3. pembangun€rn fasilitas sanitasi;
4. pernbangunan fasilitas transportasi;
5. sistem informasi industri nasional (SII Nas); dan
6. infrastrukfur penunjang standarisasi industri.
dengan 4 (empat) tahap pelaksanaan, yaitu :

1. tahap I, tahun 2O22-2A27;
2. tahap II, tahun 2027-2A32;
3. tahap III, tahun 2032-2037; dan
4. tahap IV, tahun 2A37-2042.
Pemberdayaan Pembangunan Industri, terdiri atas kebijakan afirmatif dan
pemberdayaan IKM, yang dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, yaitu :

1. tahap I, tahun 2A22-2A27;
2. tahap II, tahun 2O2V-2O32;
3. tahap trII, tahqn,,28/??, ir.,,,r',..,t,',,,,..,.r',;,,,.,,,;.;..:,,r,,,,,, ,,,. _

4. tahap lV, ' i::;';:.-,i,'i, 
:

d.

(21

(3) kabupaten,
srrmber daya

tata

dalam
alam,

ruang,

memperhatikan :

Kebijakan Industri

b. Rencana Pernbangunan Industri Provillsi Kalir,lantan Tengah;
c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah;
d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten;
e" potensi surnber daya industri daerah;
f. keserasian kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
g. proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Pasal 10

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan sistematika sebagai
berikut;

a. BABI : PENDAHULUAN



C. BAB III

b. BAB II

d. BAB IV

E. BAB V

f. BAB VI

INDUSTRI

PENUTUP
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7. Lata.r Belakang;

2. Dasar Hukum; dan

3. Sistematika Penulisan.

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN
INDUSTRI

1. Kondisi Daerah;

2. Sumber Daya Industri;

3. Sarana dan Prasarana; dan

4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN
SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

1" Visi dan Misi Pembangunan Daerah;

2. Tuj+l++,P-._mrb,q+rffi.-?t striXabuP.atetr; dan

3. s" i-4"s1*' ".
STRATEE1...:.;,.,P 

.."FROG '...'PffBANGUNAN INDUSTRI

Pengembangan Induski

b):, P.e.ng, Industri;

c) 'P,.e- ."$.urak"i""Sgya lr-,rdqstrii

a) P* .m.$ Industri; dan

e) Pembeidayaan Industri.

PETA KAWASAN.. USTRI DAN PETA KAWASAN

Pasal 11

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PERAIT SERTA UASYARAKA:T

Pasal 12

Dalam pelaksanaan RPIK, masyarakat
masukan, informasi serta kerjasama

berperan serta dalam wujud saran,
dalam rangka pembangunan dan
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pengembangErn kawasan industri Kabupaten, melalui Perangkat Daerah yang

membidangi urusan pemerintahan bidang perindustrian.

BAB VII
PELAPORAIT

Pasal 13

(1) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan hasil pelaksanaan RPIK kepada

Gubernur paling banyak 2 (dua) kali dalarn 1 (satu) tahun, pada butran Mei dan

bulan November tahun berkenaan.
(21 Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kabupaten sesuai ketentrran peraturag perundang-undangan.
(3) Laporan pel.aksanaan RPIK sebagaim.ana dirnaksud pada ayat (1} m.etriputi :

a. pertumbuhan industri;
b. kontribusi sektor industri,tA=r@ap,P.eh$asilan Domestik Regional Bruto;

c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
d. realisasi inveshsieektor i i.;',,,',',,,';,t'.,:j,.,.,,.

e.

f.
ekspor produk,iod,ustrfuo;46d,

sdkteiiina ri.:::::.... ,;' : : : :::::
: : j:: ::

::. :. :

t.: a!::a:a...4:.4.a,::: :. :. :

. a .::.,.::.: :.: a: :a.::a , l: : :: - :

:. a .t,':, ir.rl:,i:rrrr.r::::

a :::: a:_:a:4.:::..: :::,:

a.
b.

Anggaran Pendapatur'" a il4
Anggaran Pendapat u, daor''

c. sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. 1"':1r, 1 ,.1:"'r1,,; ' ,'

BAB IX
PEMBIITAAN DAIT PEilGAWASAI{

Pasal 15

Bupati melakukan pembinaan melalui Perangkat Daerah yar,rg membidangi

urusan pemerintahan bidang perindustrian dan melakukan pengawasan melalui

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pengawasan.
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BAB X
KETEIYTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Perafuran Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan lain yangmengatur bidang industri yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan harus menyesuaikan palinglambat 1 {satu) tahun sejak peraturan Daerah ini berlaku.
Peraturan Bupati sebagai peraturan peiaksanaan dari peraturan Daerah inidisusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan
bidang perindustrian dan harus ditetapkan paling lambat 1 {satu} tahun sejak
Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XI
KETENTUAIY PEIIIUTUP

: -:
l

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggar diundangkan.

Agar setiap orang
Daerah ini dengan
Selatan.

Diundangkan di Buntok
pada tanggal. T u*r*f 2022

,./'-'..

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
penempat4qnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito

2022

TAI{,

EDY PURtrIANTO

LEMBAMN DAERAH KABUPATEN BARI?O SELATAN TAHUN 2OZZNOMOR \
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI
KALIMANTAN ?ENGAH : *f tO* / 2022

Diteta
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PTNJELITSAI{
ATAS

PERATT,RAH DAERAII I(ABI,PATEI{ BARITo SEI,ATAN

ISOTfiOR TAHIIX 2CN2

TEI{TANG

RENCAITA PEMBAI{GUT{AN INDUSTRI KABUPATEN BARITO SEI'ATAIT

TAHIItrT 2@2-7,,M2

II}IUM.

Industri sebagai salah satrr pilar ekonomi dan memberikan peral& yang

sangat penting dalam ffrerxentukan langkah dan kebijakan yang diarnbil otreh

pemerintah Kabup'ate,,,,Effi ;lrf.,,', menunjang sektor-

Renca-tra pembangurrurt"'ihdultui Kabupaten Barito Selatan Tahun

2A22-2A42 merupakan prioritas Pemerintah Kabupaten Barito selatan

dibidang pembangunan industri yang akan ditraksanakan oleh Perangkat

Daerah yaJrg membidangi Perindustrian dengan didukung pemangku

kepentingan lainnya melalui program dan kegiatan Rencana strategis

Perangkat Daerah, maka Peraturan Derah ini dibentuk untuk memberikan

arah, aLcr-lan dan landasan Pembangunan Indtlstri di Kabupaten Barito

Selatan.

II. PASAL DEUI PA$}AL.

PASAL 1

CukuP jelas.

PASAL 2
CukuP jelas.
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PASAL 3
Cukup jelas.

PASAL 4
Huruf a
yang dimaksud dengan "Asas manfaa( adalah bahwa segala usaha

dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuakan

dengan potensi sumber daya alam dan Lingkungan hidup untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras

dengan LingkungannYa"

Huruf b
yang dimaksud dengan "Asas kekeluargaatto adalah suatu kelompok

yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan dengan menganggap

anggota dari kelompoknya adalah ketrr.larganya sendiri sehingga

tujuan kelompok tersebut m-udah tercaPar.

,

Yang dkn*sud,.de'nga*'"*S"a*.a adalah pembangunan

nasional v 'uiset "ggur"k"r 
sebagai usqha bersama harus merata

menikmafi

kepentingtrn-
Dan memiliki

Huruf f
Yang dimaksud dengan "Asas kelestarian" adalah bahwa setiap orang

memiliki Kewajiban serta. tanggtrng jawab pada generasi yang akafl

datang dan pada sesamanya datralrr satu generasi dengan cara

mengadakan upaya untuk pelestarian daya dukung ekosistem serta

melakukan perbaikan terhadap kualitas"

Huruf g
Yang dirnaksud derlga:l "Asas partisipati{" adalah bahwa setiap

anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses

pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan

pengelolaan Lingla,rngan hidup, baik secara Langsung maupun tidak

Langsung.



- t4'

Huruf h
Yang dimaksud dengan "Asas berkelanjutan" adalah Kegiatan

pembangunan dapat berlangsung secara terus menerus'

berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "Asas demokratis" adalah bentuk kegiatan

yang semua pelaku usaha memiliki hak setara dalam pengambilan

keputusan yang dapat mengubah hidup mereka'

Hurufj
yang dimaksud dengan "Asas kesetaraan" adalah suatu prinsip dasar

yang menentukan setiap individu manusia memiliki kedudukan yang

sederajat atau setara dengan individu manusia lainnya.

Huruf k
Yang dirnak$rrd...de,n-g4.r--'"A.,qg,q..,keSa, rq4? 'adalah sumber segala

hukum,ialah: -sn !e - yang.r,6radik ',., , untuk penjrusunan

peraturan'pe,,fqqdang-undangan,bffk sumber hukum tertulis

maupun tidak tertulis.

adalah suatu
sesuai dengan

PASAL 5 ',t,,,,, 
,

Cukup jeLa$.,
rt'

PASAL 6 ':.

Cukup jelas.

PASAL 7
Cukup jelas.

PASAL 8
Cukup jelas.

PASAL 9
Cukup jelas.

PASAL 1()
Cukup jelas.

PASAL 11
Cukup jelas.

PASAL 12
Cukup jelas.
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PASAL 13
Cukup jelas.

PASAL 14
Cukup jelas.

PASAL 15
Cukup jelas.

PASAL 16
Cukup jelas.

PASAL 17
Cukup jelas.

rAMBAHAN mnnnaffi u*,E*rtffi N No MoR

, ,: 
,,



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR T TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

BARITO SELATAN TAHUN 2O22-2042

BAB I
PEI{DAIIULUAI{

1. LATAR BTLI\KANG

Dalam t =ke n Undang-Undang Nomor 3
:::'_

Tahun 2Ol4 ten PerltA,ustri , P..a*af'l,l menyebutkan bahwa setiap

kepentingan-kepe"ti"g#tiii,ig'butd;*ugaminimbulkanbeberapadampak

negatif, meliputi:
'a '.: a::-,.a:'::::.a:.-:, " t...
| - .. ,t a: t,..\1 a .: : -: :",

1. Keterbatasan tersedianya dan pemanfaatan lahan;

2. Munculnya resistensi sosial di masyarakat; serta

3. Terjadinya pencemaran lingkungan yang berpotensi mengurangl daya

dukung lingkungan.

Sehingga, penJrusunan RPIK Kabupaten Barito Selatan, diharapkan

mampu menjadi haluan agar pembangunan industri tidak menimbulkan

efek negatif bagi lingkungan, dalam rangka mencapai industri Kabupaten

barito Selatan yang mandiri,berbasis ekonomi keralryatan dan unggul di

Tingkat Nasional.



2. DASAR HUKTIU

undang-undang Nomor 2T Tah:un 1959 tentang penetapan undang_
undang Darurat Nomor g rahr.m lgsg tentang perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Tahun 1953 Nomor 9 ) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1gs9 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor lS2Oh
undang-undang Nomor lr rahun zooz tentang Rencana
Pembangunan Jangka panjang Nasional rahun 2oos-2o25 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun zaor Nomor 3g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aZOOi;;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun zoLs tentang Rencana Induk
Pentbangunan Industri Nasional Tahun 2ors-2o35 (Lembaran Negar:a
Republik Indonesia Tahun 201s Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56T tl;
Peraturan Pemerintah Nomor r42 Tahun 20rs tentang Kawasan
Industri (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2015 Nomor s65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sg06);
Peraturan Pemerintah Nomor 2g rahun 2o2r tentang penyelenggaraan

Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2a21 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 66aQ;

{Lembaran N.tg ndoqgsia ranuni2Offiomor 4, Tambahan
Lembaran *@*.t.#= #ft;l i+gizl;

4' undang-u*d@i@.+ s,r.*.rirrtahan Daerah
(Lembaran Negam Republik lndonesia rJur, 2or4 Nomor 224,
Tambahan r,embaren: N ndp"urfl. rfido#"i" Nomor ss87),
sebagaimana telah diub*h..' l**i,t*ryryg, dengan Undang_
undarrg Nornor g rahun mlir *..e dua Atas undang*
undang Nomor zs rahun 

,zar4: t"rturg pemerintahan Daerah
(Lembaran N"g*" **o"0 .; 2o1s Nomor s8,
Tambaha"U; ,,. **Nomor 56T9l;

1.

2.

3"

6.

7.

8.



9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-INDIPER/ tzlzols
tentang Pedoman Perr3rusunan Rencana Pembangunan Industri
Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 201s Nonoor rgl7l;

1o. Peraturan Menteri perindustrian Nomor 4O/M-IND /pEjF.l6/zol6
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2}rc Nomor 9S9);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2o1g tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan

Industri Daerah Prorrinsi dan Rencana Pembanguea-n Xndustri Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1g Nomor
1s3);

12. Peraturan D:: timantan teng or 4 Tahun 2o1o
tentang Ren.effi;, Daerah provinsi

13.
:.4 .r:a. :. : . :. ::ryen rnor 5 Tahun ZO1S

tentang R"o ;;ffi"E,silayah provinsi Katimantan Tengah

l"lr" 2o1s-2o3s i1k*u*q 
l;u""+h 

p.or.i

Kabupaten Barito Selatan ? ,egO9 Nornor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2OL4
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2014-2A34 flembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun ZOL4

Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2OlT
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Barito selatan Tahun zolr-zazz (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Setratan Tahun }Afi Nomor 13, Tarnbahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1S);

Peraturan Daetadg.:Wtlt

14.



3. SISTEMATIKAPEITULISAIT

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan Tahun

2022-2042 terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu :

1) Pendahuluan;

2) Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pem.bangunan Industri;

3) Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Industri Daerah;

4) Strategr dan Program Pembangunan Industri Kabupaten; dan

5) Penutup.

Uraian singkat dari masing-masing bab dapat ddelaskan sebagai

: I rl:":

Bagian ini,:m.e,qiq1askan,"'.r,rle.11ge,rr'.- Iry belakang pentingnya

pen5rusunan Rencana Vemi lndustri.Kabupaten Barito Selatan,

2)

Bagian ini beriSi * :: {+x11, honAisi Kabupaten Barito

Kabupaten g"rit arri",, 
":,, :. 1,,;,;:;;;:,;;, ::.,;;, :::...::;::j:;::;!

3) Visi dan Misi Pemh 
,

Pembangunan Industri''I).ae-rah,

4)

s)

Bagian ini memuat visi dan- naisi"Kabupaten Barito Selatan, tujuan
pembangunan industri Kabupaten Barito Se1atan, dan sasaran

pembangunan industri Kabupaten Barito Selatan;

Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten

Bagian ini memuat strategi pembangunan industri dan program

pernbangunan industri di Kabupaten Barito Selatan; dan

Penutup

Bagian ini menguraikan ringkasan keterkaiatan Bab I s/d Bab IV, dan

harapan-harapan dalam men5rukseskan implementasi RPIK Kabupaten

Barito Selatan selama 2O Tahun ke depan.



BAB II
GAMBARAtr KOITDISI DAERAII TERIilIT PEMBAISGTTflAI$ IilDUSTRI

1. KOITDISI DAERA}I

Letak Geogmfrs dan Administrasi

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di provinsi
Kalimantan Tengah dengan ibukotanya terletak di Buntok. Secara geografis
terletak membujur di sepanjang Sungai Barito d.engan letak astronomis
diantara 1"2OilLS-2"35DLS dan 1.14"-L15" BT. Ditinlau dari letaknya
Kabupaten Barito Selatan dilalui oleh jalan nasional dan menjadi Kota
perlintas " "ur*:i 

skar, rrt r* xotal,p*l Raya-Kabupaten
Pulang *"""- -5,q "d" 

',Selatan_Kabupaten

Barito 
"t*'"-"* ;.q. *i Kabupaten ini

14j.1i e,. vin si Kalimantan

Nomor 2z Tahun'lg,i t
*h ...m.e t Undang-Undang

yang terdiri dari 6 (enam) tec 
".rydfu Kecamatan Dusun selatan,

Dusun utara, Karau Kuala, Gunung Bintang Awai, Jenamas, dan Dus6n
Hilir.

Terkait luas Kabupaten Barito Selatan menurut Undang Undang
Nomor 5 tahun 2AO2 seluas 8.830 ftmz. Namun berdasarkan perkembangan
kesepakatan tata batas administrasi dengan beberapa kabupaten tetargga,
antara lain Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Timur, serta
update inforrrrasi data spatial secara real luas kabupaten Barito Selatan
yang digunakan dalam dokumen teknis Rencana Tata Ruang wilayah
Kabupaten Barito selatan tahun 2o1l-2o3l adalah 6.gsr k:rnz.



secara administrasi batas wilayah Kabupaten Barito selatan adalah

sebagai berikut:

Kabupaten Barito Utara.

KabupatenHuluSungaiUtaraProvinsiKalimantan

Selatan dan KabuPaten KaPuas'

Kabupaten KaPuas.

Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Tabalong

Provinsi Kalimantan Selatan'

Sebelah Utara

Sebelah Selatan

Sebelah Barat

Sebelah Timur

2. SUMBER DAYA INDUSTRI

Penggunaanlaha.rr.bukarr.sawahdi.KabunqtgnBaritoSelatanyang
i ies;;iait+i*tnas s', t os Ha {7 4 %}' untuk

di Kabupaten B sefatan'Aapai aititrat'pada tabel berikut :

.680 3A.243 33.154
1. Jenamas,:;'.,:;:,,;,:,,; .;i:;, 2:2&r

2. Dusun llilir,,. 18.088 113.526 136.410

:':2'::021 c 071 22.534 3A.527
3. Kaiau I(uah

1o-3tt 18.520 32.A32
4. Dusun Selatan

i9".994 42.222 63.272
5.

18;,,524 115.831 136.A2L
6. Gununq Eintaag' rvai li;'656

t*;96?, . :.F69 342.876 43L.4o'7
Jumlah Total';'

Hutan alam Barito Sefu; memiliki berbagai macam ragam jenis

il hutan ikuian lainnya yang memiliki potensi ekonorni

cukup tinggi khususnya kayu, sedangkan hasil hutan ikutan seperti

berbagai jenis rotan, damar, gaharu dan lain-lain' Adapun perusahaan

swasta nasional yang bergerak dibidang usaha perkayuan ini terdiri dari

tiga (3) pemegang HPH dengan luas areal L44.925 ha. Produksi hutan dan

hasil hutan ikutan tahun 2OOg, yaitu sebagai berikut:

1. Kayu bulat menghasilkan 27 '8t3,O8 m3'

2. Kayu olahan menghasilkan 7 '381,85 m3'

3. Rotan itit I taman menghasilkan 3'592,5 ton'

4. Damar menghasilkan 20 Kg'

5. Kulit Gemor menghasilkan 27 Ton'



a. Kawasan Zona Agroekologi

Komponen utama dari rakitan zona agroekologi adalah aspek
biofisik lingkungan yang terdiri atas karakteristik iklim, fisiografi, tanah,
dan vegetasi (Amien, 19gg dan FAo, 1996) dan produknya adalah
berupa informasi sumber daya lahan yang tersaji dalam format data
spatial yaitu petazona agroekologi (ZAE).

Rakitan zorua agroekologi yang telah dihasilkan merupakan hasil
interpretasi data iklim dan lahan dengan memanfaatkan teknologi
kecerdasan buatan (artifi.ciat intelligence) yaitu program Land. (Jse.

Program ini membantu memberikan arahan tentang penggunaan lahan
dengan menentukan sistem pertanian yang tepat berdasarkan beberapa
karakteristik iklim dan lahan yaitu rejim iklim, rejim suhu, relief (lereng),
jenis tanah dan drainase. Daram penJrusunan zo,,a agroekologi,
karakteristik-karakteristik ini digunakan sebagai pembeda zonasi
utama.

b. Pembagian ZonaUtama

Hasil dari pembagian , zaur-zorta beidasarkan kriteria zonasi

:rmasuk subzona dengan
tipe pemanfaatan lahan atau sistem pertanian (agricultural system)
untuk masing-masing zona; Masing-rnasing, zona utama tersebut:

n > 4Oo/o dengan sistem
zonasi kehutanan. ,' ..

2. ?.ona II adalah wilayah dengan kelerengan antara t}-4Oo/o dengan
sistem zonasi perkebunan.

3. ?.oaa III adalah wilayah dengan kelerengan antara 8-ISo/o dengan
sistem zonasi agroforestry.

4. Zona [V adalah wilayah dengan kelerengan A-BYo dengan sistem
zonasi tanaman pangan yang terbagi menjadi 2 subzona yaitu zona
IV ax1 dengan kondisi drainase tanah yang buruk untuk
pengembangan padi sawah dan zorralV ax2 dengan kondisi drainase
tanah balk untuk pengembangan tanaman pangan lahan kering.

5. ?.onaV adalah wilayah dengan kelerengan < Solodengan sistem zonasi
kehutanan untuk ketebalan gambut > 1,5 meter {zona Vp1) dan



6.

7.

sistem zonasi hortikultura untuki ketebalan gambut < 1,5 meter

{zanaVpzl.
?,ota vI adalah wilayah dengan kelerengan < Bo/o dengan sistem
zonasi hutan rnangrove yang dicirikan dengan adanya jenis tanah
yang memiliki kandungan sulfat atau garam yang tinggi.

zama vlr adalah winayah wilayah dengan kelerengan < zva dengan

sistem zonasi kehutanan yang dicirikan dengan adanya jenius tanah
yang berkembang dad pasir kurarsa (spodosols).

rapanea, dur "'0 rfr" ?.ona I merupakan

kawasan-kawasan ':We ai bagian dengan luas hanya

14.585 Ha atau 1,76 o/o".dffir,ltotal luas wilayah Kabupaten Barito
Selatan.

Tana II B.

Tnna II dengan sistem zonasi untuk perkebunan merniliki luasan

sebesar L47.794 Ha atau t7,8lo/a. Berdasarkan peta zAE, secara

geografis, kawasan-kawasan untuk zataa II secara umurn adatrah

merupakan suatu kesatuan hamparan dan terkonsentrasi, terdapat

di bagian timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Selatan

yang didominasi lahan-lahan kering" Alternatif komoditas yang

disarankan adalah tanaman tahunan dataran rendah yang rneliputi

c. sistem zonasi atau sistem pertantan dan alternatif komodlti

7.ona I y,W.i &. tan curam atau sangat

:

+om aeng *'.d.'*rffi.iff, ?\pada ketinggian rata-

2.



karet, kakao, kopi danbuatr-buahan frseperti rambutan nangka,
duku, durian , firangga, jarmbu mete dan kemiri.

3. ?.ona III C.

7.ona III umumnya terdapat pada ketinggian < 700 meter dengan
beda tinggr 1O-5O meter dan memiliki tipe pemanfaatan lahan atau
sistem zonasi. untr.lk agroforestry atau \Mana tani dataran rendah
dengan alternatif komoditas berupa tanaman pepohonan dan perdu
(sengon, acassia atau tanaman budidaya seperti kelapa, kelapa
sawit, karet, jambu mete) sebagai pelindung dan diikuti dengan
tanaman palawija (padi gogo, .iagung, kedelai, kacang tanah) serta
tanaman sa]ruran (terong, kacang panjang, sawi). Alternatif lain yang
dapat dikc#bangkan pada w,,?&,]d.+4qls!}. ia"y* pakan ternak
berupa h4iau4q dq+ {gstp.llt- --sarna 

harnya dengan ?.ataa

II, pola p-e_n){,e t'de,erya ge-o€rafis, unffi zr:rtaa III adalah

kemiringan < 8o/o 4"" 
"**firn]ra 

t tat, mempunyai jaringan irigasi
baik secara tradisional maupung teknis sehinga ketersediaan air
tercukupi dan tingkat kesuburan tanah relatif baik. Kendala umum
sebagian lahan pada zarta ini adalah tingginya genangan dan banjir
pada musim hujan terutama pada daerah-daerah rawa yang

mayoritas neendondnasi zona IV.1 ini. secara geografis, zona IV.l
banyak terdapat di sepanjang jalur aliran sungai dimana masih
dipenganrhi oleh pasang surut. Tipe pemanfaatan lahan untuk ?,arta

ini adalah sistem pertanian tanaman pangan lahan basah di dataran
rendah dan budidaya perikanan rawadengan alternatif komoditas
padi sawah dan ikan air tawar asli setempat. Berikutnya adalah zona

IV.2 dengan kondisi lahan yang memiliki drainase baik sehingga tipe

4.



pemanfaatan lahan yang sesuai adalah sistem pertanian tanaman
pangan lahan kering dataran rendah dengan alternatif komoditas
padi gogo, jagung, kacang-kacangan, cabe, dan umbi_umbian.

5. ZonaY E.

zona V umumnya terdapat pada wilayah yang memiliki fisiografi
berupa kubah gambut dan sebagian kecil merupakan dataran
alluvial berawa-rawa dengan beda tinggi < 10 meter. Berdasarkan
ketebalan gambut sebagai bahan organik pembentuk tanahnya,
zorra ini terbagi menjadi 2 subzona yaitu v.1 untuk ketebalan
gambut . 1,5 meter dan v.2 untuk ketebalan gambut , 1,5 meter.

Tipe pemanfatan lahan untuk gambut dangkal pada zorlaV.l secara
umum diarahkan untuk tanarnan hoftikrltura. Luas wilayah zotaa

v.1 adal ah,27.955 Ha (g,g7%). untuk. zona *.2 diarahkan untuk
sistem kehutanan dengan alternatif komoditas berupa vegetasi alami
setempat sesrrai de'ngan ekosistemnya. Luas penyebaran zonav.2
adalah 1S0,696 I.I; (1g,.."1

6. ?.oaaVII F'.

znna vII dengan luas 143.819 Ha atau (rr,B3o/o) terdapat pada
:: ':: :'::" :''

dataran y'44g rr.Iervp an, peralihan dari.rawa ke daratan dengan
jenis tanah spod6sols d; tanah-tanah lainnya yang berkembang
dari bahan induk kasar seperti pasi-r kuarsa. Tipe pemanfaatan

lahannya adalah liehutanan dengan alternatif komoditas vegetasi

alami.

3. SARANA DAN PRASARANA

Kawasan peruntukan industri seluas 2.t2O,35 (dua ribu seratus
dua puluh koma tiga puluh lima) hektar terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan industri besar;

2. Kawasan peruntukan industri sedang; dan

3. Kawasan peruntukan industri rumah tangga.

1. Kawasan peruntukan industri besar terdiri dari :

a. Kawasan industri karet di Kecamatan Dusun Selatan;



Kawasan industri crop Pa]rn oil (cpo) di Kecamatan Dusun utara;
dan

c. Kawasan industri pencampuran batubara di sepanjang sungai
Barito Kecarnatan Dusun utara, Dusun Selatan, Karau Kuala, dan
Dusun Hilir.

2. Kawasan peruntukan industri sedang terdiri dari :

a. Kawasan industri rotan di Kecarnatan Dusun Hilir, Dusun Utara,
dan Dusun Selatan;

b. Kawasan industri kayu di Kecarnatan Gunung Bintang Awai; dan
c. Kawasan industri pengolahan bahan konstruksi dan jalan di

Kecamatan Dusun Selatan.

:

3. Kawasan pefutumn@uC*i afi.t* terdiri dari :

a. Kawasan industri arryu* ,i.. nn 
-di 

kecamatan Karau
Kuala, Jenamas, Dusrln Hilir dan Dusun Selatan; dan

b. Kawasan t*au *"" p"*#i kecamatan D,sun
Selatan dan Gunung Bintang Awai.

PEMBERDAYAAIT.,NID.I'J
:.t::l :,',t,:t:1,:,.:r:,.t)._a: a,.,,

Industri k 
"it 

d ampu menyerap tenaga

kerja dan menyumbang'ri'dAAf!@ asli oaeiah Kabupaten Barito Selatan,
salah satu upaya untuk *"n"ip, r.ffistri kecil dan menengah yang

tangguh dan mandiri adaffi ''':'d.rrg"r, pemberdayaarl. prograrn

pemberdayaan industri kecil dan menengah yang telah direncanakan tahun
2021-2041 meliputi :

1. Mengadakan pelatihan setiap tahun.

2. Mengajak dan rnemfasilitasi para pengusaha industri kecil dan

menengah untuk turut serta dalam acara-acara Pameran Industri
Kecil dan Menengah.

3. Mengembangkan wilayah pemasartrn hasil produksi.

4. Memberikan bantuan atau stimulus kepada para pengusaha

industri kecil dan menengah baik berupa uang danf atau bahan
produksi dan/atau alat produksi.

b.

4.



sasaran program pemberdayaan industri kecil dan menengah
Kabupaten Barito Selatan mencakup :

No. Industri Peagolahan Jenis Produksi

1 2 3

1.

A. Industri Air Minum Dan Air Mineral

B. Industri Kerupuk Keripik peyek Dan
Sejenisnya

C. Industri Kue Basah

D. Industri Minuman Lainnya

trl,',In-dug.....'@Uk Makan an Lainny a

2.

i rl1" 
'

P.en'beHkan Umum

Pakaian

3.
'::'i't.'.

e5:tl,tdustri Batu Bata Dari Tanah' ;,','iat/Keramik

D. Ind,ustri Furnitur Dari Kayu

4. Logam, Mesin, Dan
Elektronika A. Industri Barang Logam La.innya

5. Kerqjinan

A. Industri Barang Anyaman Dari
Rotan Dan Bambu

B. Industri Barang Anyaman Dari
Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu

C. Industri Kera,iinan Ukiran Dari
Kayu Btlkan Mebeller

D. Pengolahan/Sortase Koran



BAB III
vIsI DAMTSI PEMBAITGUNAN DAERATI, SERTA TU',JUAIt DAN

SASARAN PEMBANGUNAN IITDUSTRI DAERAII

1. VISI DAIT MISI PEMBAIITGTIITAN DATRAII

Visi Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan yaitu :

offieneapqi Industri Kabupaten Bqri;ta Selo;ta;n Yang Mandtri,

Berbqsis Elconoml Kerakgatan, Dan Unggwl Di Ttngkat Naslono,t

Pada Ta.hun 2O47D

Misi Pembrrlgua#i; o S"t*t* sebagai penjabaran

dari visi tersebut yaitu :

!. Kemanatnioi'iai : mengemfu"s#'inauitri berbasis sumber

dengan

sumber

secara

ineu$ttityang berj alan sinergis,

2. TUWAN PEMBAITGUNAIT.

Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan yaitu :

1. Terjalin sinergitas arah perrrbangunan sektor industri nasional dan

daerah.

2. Pembangunan sektor industri daerah yang efektif dan terarah.

3. Efisiensi penggunaan dan pengelolaan sumber daya untuk tujuan

pembangunan sektor industri.

4. Hilirisasi sektor industri.



3. SASARAN PEMBANGUNAN IITDUSTRI I$BUPATEN

Berdasarkan misi pembangunan industri Kabupaten Barito Selatan, serta
untuk dapat mencapai tujuan pembangunan industri, maka sasaran yang
akan dicapai meliputi :

1' Kemandirion Indusf;rt : rnengembangkan industri berbasis surnber
daya alam dan produk lokal secara optimal, yaitu :

a. Terbangunnya Sentra IKM baru.
b. Terselenggaranya penetapan prod.uk industri unggulan d.aerah.
c' Tersedianya peraturan dan arahan terkait penjaminan ketersediaan

bahan baku industri lokal.

2- Ekonoml Kerakgatorn : menyelenggarakan sektor industri
kemanflaatan sebe**.-9.* ditunjang
daya manusia profesion"r, , ,u#*#" ' 

dilaksanakan

a. Tersek"gg .p*rr_ ;i;""i potensi ekonomi

dengan

sumber

secara

b.

3. anggal: mehc4p n rymu,,,@*i yar,g berjalan sinergis,
harmonis, berkelanjutan, inovatit darl oerary. *.irrg, yaitu :,,
a. Tersedianya infrastrut tu; p.""".1"rg industr:i.

',..,::-.,,,, '::: '.,':11':: .::!:: . ...: .- :: :

b. Tersedianya sarana perrunlang industri.
c. Tersedianya t u*a*gdrftr;.E4.^ adu.
d. rersedianya lemba[ir-f!#a'a;161#a;;t i.
e. Tersedianya akses promosi dan pemasaran industri melalui berbagai.:

media.

f. Terselenggaranya kelembagaan pembangunan industri.
g. Terjalinnya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito

Selatan dengan lernbaga pendidikan.



BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAJ}I PEMBANGUNAff IIYDUSTRI DAERAII

1. STRATEGI PEMBAI\TGUNAN IIYDUSTRI

strategi Pembangunan Industri Kabupaten Barito selatan yaitu :

1. Pen5napan lokasi Sentra IKM baru.

2. Penetapan Peraturan Daerah tentang produk unggulan Daerah.

3. Penetapan Peraturan Daerah terkait zonasi kawasan strategis
kabupaten.

4. Penyertaan prog,llm penunjqqg kegiata4 industri dalam RKp Desa.

5. Pembuatan Bl5ai'P,enSe grh-K.e mpilan dan Keahlian Industri
yang dikelola Kelemb.a Pe an fmuitri

6. Peningkatan ketersedi .jarj-n.r n'liStrik dan energi listrik pedesaan

khususnya untuk kegiatan industri.
7. Peningkatan . kc-tersbdia?n air bercih khususnya untuk kegiatan

8. pendirian r,eaU ,p,;.* @*t i,

9. Bantuan permod #,*9 ,ke.u_qggan.

1o. Kerjasama antara ,r*Ar Kabufaten Barito selatan

dengan SMK a,ani,i yPe. dengan kompetensi khusus

berkesesuaian a;;e iAdusta daerah.

11. optimalisasi pr" rah sebagai wadah promosi

12. Pemanfaatan toko online.
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BAB V
PETA KAWASAN PERUNTUI(AN ITIDUSTRI

DAIT PETA KAUIASAN IITDUSTRI

A. PETA KAtrIASAN PERUNTUI(AN INDUSTRI
Kawasan peruntukan industri Kabupaten Barito Selatan adatah bentangan
lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1. Kecamatan Dusun Selatan, termasuk di dalamnya Desa pararapak.

(terlampir)

pemusatan kegiatan industri yang

Xa,oleh &rusahaan yang berada

3. Kecamatan Karau Kuala. it rf"-piri
4. Kecamatan Dusun Hilir. (terlampir)

5. Kecamatan Jenarnas ."' W]
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BAB VI

PENUTUP

RencanaPembangunanlndustriKabupatenBaritoSelatanTahun2a22-

2A42, mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Nasional (RIPIN) dan

kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan

Ind.ustri Nasional yaitu Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh'

RencanaPembangunanlndustrikabupatenBaritoSelatantahun2022-

2}42diharapkan mampu menjadi Pedoman untuk dijabarkan ke dalam rencana

Strategis Perangkat Daerah dalam rangka mendukung sektor industri untuk

diperhatikan dalam rangka pen3rusunan dan evaluasi Rencana PembangUnan

Industri Kabupaten Barito Selat?ir, sehingga untuk mencapai tujuan dan

.a Induk Industri tersebut di atas, *":1 O*erlukan komitmen

dan kerja keras dalam menjalankan:':stqalegi yang telah dirumuskan meialui

berbagaiprogramfarlgtelahditetapkan'Pema+rfalfan-.1i:dayaalam'
pembangunan saran" daA:l:prasarana, penOUt<ung industri infrastruktur dan

IKM serta perijinan dalam rangka menunjang pembangunan

industri.


